
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara Republik 

bahwa untuk melaksakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016; 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Nomor 1 Tahun 2004 
Negara [Lernbaran Negara 
2004 Nomor 5, Tambahan 

U ndang-Undang 
Perbendaharaan 
Indonesia Tahun 

5. 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembatan 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028}; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576}; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

...... 
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16. Peraruran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pcmerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nornor 59, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Adrninistrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lernbar 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 {Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 10); 

21. Peraruran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 
Nomor 9); 

22. Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 
Anggaran 2016 [Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2017 Nomor 5); 

23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kebupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana 
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Rp 922. 053 .890.283,00 
Rp 2. 789.448,00 
Rp 488.500.000,00 
Rp 23.324.416. 714,00 
Rp 13.483.734.000,00 
Rp 10.854.749.500,00 
Rp 352.677.764.750,00 

RI! l.221.089.002,00 
Rp l.324.106.933.697,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Bclanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Rp 378.488.712.354,00 
Rp 2.203.275.381.321,00 

Rp 299.211.316.168,00 
Rp l.525.575.352.799,00 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas : 
I. Pendapatan 

Pasal I 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016. 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PENJABARAN 

ANGGARAN 

TENT ANG 

PELAKSANAAN 
BUPATI PERA TU RAN Menetapkan : 

MEMUTUS.KAN; 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Orobogan Nomor 24 

Tahun 2016 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 24); 



Pasal4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 
dirinci lebih lanjut ke dalarn penjabaran laporan realisasi anggaran, 

Pasal2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercanturn dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini, 

3. Pembiayaan 

I) Penerimaan Rp 258.536. 570.691,00 
2) Pengeluaran Rp 10.672.44 7 .800.00 

Jum!ah Pembiayaan Netto Rg 247.864.122.891,00 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan Rp 119.827 .464.907,00 

Rp 54.444.650.350,00 
Rp 457.899.371.938,00 
Rp 494.861.083.320,00 
Rp 1.007 .205.105.608.00 
Rp 2.331.312.039.305,00 
(Rp 128.036.657 .984.00) 

Jumlah Belanja 
Deli sit 

b.Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan jasa 
3) Belanja Modal 



SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 21 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 21 Juli 201 7 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 21 Juli 2017 

Pasal5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 


